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National Priority Program policy Complete Systematic Land Registration 
(PTSL) in the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land 
Agency as an effort to realize good governance in order to accelerate the 
provision of legal certainty over land rights carried out in 2017-2024. The 
Bandung City Land Office as the implementing work unit is the only Land 
Office that has completed PTSL in 2017 with 152% achievement, while the 
August 2017 research with the results of the achievement is only 7.78% 
target, so that the implementation of performance-based budgeting needs 
to be linked with accountability. The results showed that the implementation 
of the implementation of performance-based budgeting at the Bandung City 
Land Office had implemented budget principles based on input, output and 
outcome with monitoring and evaluation supported by the application of the 
Land Program Quality Control System (SKMPP) so that it was effective and 
efficient. Financial accountability and performance accountability have 
been integrated into the Command Agency Performance Accountability 
System (SAKIP). The linkage between the implementation of performance-
based budgets greatly influences the accountability of national priority 
programs. The researcher suggested to the Ministry of Agrarian and 
Spatial Planning / National Land Agency to make planning more optimally 
and the preparation of standard costs should involve work units that 
represent regional characteristics and conditions so that the unit of budget 






Anggaran merupakan suatu rencana bagi pemerintah untuk melakukan alokasi 
sumberdaya secara tepat, distribusi pendapatan yang lebih adil dan menjaga 
stabilitas perekonomian.(Putra et al., 2020) Dalam menjalankan anggaran negara, 
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pemerintah harus mampu menjamin bahwa anggaran yang dilaksanakan 
sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan bagi kemakmuran rakyat. Bentuk 
Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah adalah penerapan tiga pendekatan 
penganggaran yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budget), Anggaran Berbasis Kinerja 
(Performance Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 
(Medium Term Expenditure Framework). Ketiga pendekatan penganggaran tersebut 
harus diimplementasikan dengan baik untuk terciptanya pengelolaan Keuangan 
Publik yang baik sebagai prasyarat terciptanya good governance and clean 
government di Indonesia (Kaharti, 2019). 
Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam 
pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi 
kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-
cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai 
bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang 
dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan 
efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga 
sebaliknya (Wicaksono, 2015). 
Penganggaran Berbasis Kinerja ini diharapkan penggunaan anggaran negara 
akan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga fungsi 
pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik dapat mengacu prinsip-
prinsip good governance. Perwujudkan good governance dan implementasi 
akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan menyusun rencana 
kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capai. Dengan 
demikian terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah dengan kinerja 
yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan stratejik melalui Program Prioritas 





Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu 
untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun atau satuan 
kerja pemerintah yang memiliki anggaran tidak terbatas, sehingga proses 
penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan 
(Jaelani, 2018). 
Pengertian Anggaran Negara 
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut (Nordiawan et al., 2007). Hak negara mencakup untuk memungut pajak, 
mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara 
mencakup untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan 
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membayar tagihan pihak ketiga (Gandhi, 2017).  
Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah adalah perencanaan (yang 
didalamnya terdapat proses penyusunan anggaran). Untuk itu, pemerintah setiap 
tahun memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk menyusun anggaran. Anggaran 
yang disusun oleh pemerintah merupakan wujud perencanaan pembangunan 
tahunan sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan tugas kenegaraan selama satu 
tahun. 
 Anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. 
Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan 
pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam 
rangka mencapai tujuan bernegara.(Fahrurrozi et al., 2021; Putra, 2015; Putra & 
Hasbiyah, 2020) Kata anggaran merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris 
budget yang sebenarnya berasal dari bahasa Perancis bougette. Kata ini mempunyai 
arti sebuah tas kecil.  
Makna dari arti kata asalnya, anggaran mencerminkan adanya unsur 
keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber 
daya yang dimiliki pemerintah, baik dana, SDM maupun sumber daya lainnya. 
Karena terbatasnya dana, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dengan terbatasnya dana, tidak terkecuali 
juga harus dipertimbangkan adanya alokasi dari anggaran Pemerintah Pusat pada 
Pemerintah Daerah. 
Sistem Penganggaran Indonesia 
Sistem penganggaran di Indonesia yang pusat dikelola melalui adanya 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana 
keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh lembaga legistaltif (DPR). 
Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 
dengan 30 Desember. Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-K/L) dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan 
pengeluaran jangka menengah, terpadu dan prestasi kerja (Oktaverina et al., 2019). 
Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang 
dilakukan secara terintregasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan 
kegiatan pemerintahan yangdidasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi 
dana, Penyusunan RKA-KL dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan 
dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di 
lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran 
(Farwitawati et al., 2016).  
Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) adalah 
pendekatanpenganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan 
yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun 
anggaran.Untuk mendukung pencapaian hasil yang dimaksudkan, dalam pendekatan 
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term 
Expenditure Framework/MTEF), dibutuhkan kondisi lingkungan  dilaksanakan 
dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk 
 
 
Volume (9) Issue 2, Year (2021) 
(P-ISSN 2087-510X)  
101 
 
Keterkaitan implementasi anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas program 
prioritas nasional kementerian agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional 
program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari 
tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk 
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Penyusunan 
RKA-KL dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan 
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan 
hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan 
keluaran tersebut. 
Anggaran Berbasis Kinerja 
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Bised Budgeting) adalah penyusunan 
anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan 
kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu 
entitas anggaran (budget entity) (Akbar, 2018). 
Performance Based Budgeting memperhatikan keterkaitan antara pendanaan 
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian 
hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas 
dan akuntabilitas dapat dicapai. Kunci pokok untuk memahami Performance Based 
Budgeting adalah pada kata “Performance atau Kinerja”. Untuk mendukung sistem 
penganggaran berbasis kinerja yang menetapkan kinerja sebagai tujuan utamanya 
maka diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja 
(performance indicators) (Akbar, 2018).  
Agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan selain indikator kinerja juga 
diperlukan adanya sasaran (targets) yang jelas sehingga selanjutnya dapat dinilai 
efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah 
dikeluarkan untuk mencapai output/kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum 
prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep value for money 
(ekonomis, efisiensi dan efektivitas) dan prinsip good corporate governance, 
termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan 
uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah 
ditetapkan. 
Konsep Akuntabilitas 
Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Suatu organisasi dikatan 
akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami 
termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. 
Istilah akuntabilitas dalam bidang ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah 
responsibilitas atau diartikan sebagai pertanggungjawaban (Jurnal Entrepreneur, 
2020). 
Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya 
tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 
dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan demikian 
akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam 
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pencapaian hasil pada pelayanan publik. 
Pengertian Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih 
tinggi atas tindakan seorang kelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu 
organisasi. menurut United Nations Development Programs (UNDP) akuntabilitas 
adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk 
dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi 
untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan dating 
(Rasul, 2003). 
Hakekatnya Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan 
(disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi 
subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk 
tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. 
Berdasarkan definisi definisi tersebut akuntabilitas program prioritas pasional 
pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan jawaban pemerintah, dalam hal ini 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui bidang 
pertanahan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Evaluasi terhadap proses 
pelaksanaan kegiatannya diinformasikan ke seluruh lapisan  masyarakat  agar dapat 
meletakan dasar dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam 
hukum pertanahan dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
Akuntabilitas di Pemerintahan 
Pemerintah merupakan lembaga yang sangat berpengaruh dalam kehidupan 
bernegara. Terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi prasyarat utama 
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. 
Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi 
salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengabdikan 
kedaulatan kepada rakyat (Badan Pusat Statistik, 2020). 
Di masa sekarang ini muncul tuntutan demokrasi yang menempatkan rakyat 
sebagai pemberi mandat berhak mengetahui hasil-hasil yang dilaksanakan oleh 
suatu sistem pemerintahan. Oleh karena  itu diperlukan pengembangan dan 
penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari 
praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut telah mendorong negara 
untuk melaksanakan reformasi di sistem pemerintahan. 
Keberhasilan suatu pemerintah diukur dari kemampuannya dalam memenuhi 
kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah diwajibkan untuk 
melaksanakan akuntabilitas yang meliputi kewajiban organisasi sektor publik untuk 
bersikap terbuka, akuntabel, hati-hati dalam pengambilan keputusan dan 
pengambilan kebijakan serta dalam mengelola dan melaksanakan program sehingga 
informasi mengenai dampak kegiatan-kegiatan pemerintah terhadap masyarakat 
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dapat tersedia. 
Menurut Mardiasmo dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik” menyatakan 
bahwa ”Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut”. 
Penerapan Akuntabilitas di Indonesia 
Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di 
Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara negara 
pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi 
sistem birokrasi agar terwujud good governance. 
Peraturan Presiden no. 20 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 
menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Wali 
Kota/Bupati untuk melaporkan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan 
hasil evaluasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 
Perkembangan penyelenggaraan tugas negara di Indonesia memperlihatkan 
upaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi 
pada pemenuhan amanah dari seluruh masyarakat. Wujud lain dari implementasi 
akuntabilitas di Indonesia adalah dengan diwajibkan instansi pemerintah menyusun 
rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan 
dicapainya. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara anggaran 
pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan 
perencanaan stratejik tersebut. 
Impelementasi konsep akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan. 
Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di 
Indonesia antara lain adalah rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga 
memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya 
dengan melanggar azas akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan 
mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada 
masyarakat, dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan 
terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di 
bidang keuangan dan administrasi. 
Akuntabilitas Keuangan 
Akuntabilitas keuangan mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang 
dibelanjakan dengan hasil atau manfaat  yang diperoleh  dipertanggungjawabkan, 
mengenai integritas keuangan dan ketaatan dengan  sasaran 
pertanggungjawabannya berupa  laporan keuangan yang disajikan yang mencakup 
penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh unit oraganisasi. “Reformasi” 
atau “paradigma baru” dalam Keuangan Negara adalah paradigma yang menuntut 
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adanya akuntabilitas dan transparansi dari penataan keuangan negara dengan 
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok 
dalam siklus anggaran (Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 
2008). 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
Akuntansi merupakan istilah yang terkait dengan tugas-tugas pengorganisasian 
dan pelaporan data keuangan. Dalam penyelenggaraan data keuangan tersebut, 
diperlukan mekanisme sistematis yang melibatkan beraneka ragam komponen dan 
sumber daya. Adanya mekanisme, komponen dan sumber daya inilah yang 
membuat orang biasa menyebutnya sebagai sistem akuntansi (Bastian, 2007). 
Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). Dalam hal ini tampak jelas bahwa tidak hanya penyajiannya 
yang harus sesuai dengan SAP tetapi juga penyusunannya. Dengan demikian sistem 
akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan juga harus 
dibangun sesuai dengan SAP. 
SAP merupakan pedoman umum dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. Kesesuaian dengan SAP mencerminkan tingkatan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP merupakan salah satu kriteria 
bagi BPK RI dalam memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.  
SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). KSAP 
merupakan suatu komite yang independen dengan komite kerja. beranggotakan 9 
orang. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian secara sistematik dari 
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 
akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 
organisasi pemerintah 
Akuntabilitas Kinerja 
Akuntabilitas tidak hanya merupakan pertanggungjawaban keuangan saja, 
melainkan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang 
dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan 
dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban 
fiskal, manajerial, dan program. Jadi akuntabilitas tidak hanya terbatas pada bidang 
keuangan saja, melainkan kinerja secara keseluruhan . 
Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pada awalnya, akuntabilitas sering 
dikaitkan hanya dengan bidang keuangan saja, namun sekarang, 
kinerja/performance telah menjadi perhatian utama disamping keuangan 
(Kementerian Pertahanan, 2020). 
Pengukuran Kinerja 
Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat 
keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja adalah gambaran 
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mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau 
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang 
dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu 
atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah 
ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu 
yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau 
organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya (Mahsun, 
2006).  
Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap 
tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: 
efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas 
barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan 
sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan 
maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Alfina & 
Putra, 2021; Mahsun, 2006; Retnilasari & Putra, 2019). 
Pengukuran kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan 
Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dalam Modul Sosialisasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mendefinisikan pengukuran kinerja secara 
jelas. Dalam penjelasan  pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 
2000). Lebih lanjut, LAN dan BPKP menjelaskan pengukuran kinerja yang 
mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja. 
Untuk melaksanakan kedua hal tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari 
suatu program secara jelas. 
Setelah program didesain, haruslah sudah termasuk penciptaan indikator 
kinerja atau ukuran keberhasilan pelaksanaan program, sehingga dengan demikian 
dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Pengukuran kinerja merupakan 
jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000). 
Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau 
indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian 
misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis 
atas pencapaian misi organisasi instansi. Sebaliknya dengan disusunnya 
perencanaan strategis yang jelas, perencanaan operasional yang mengukur, maka 
dapat diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai 
untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak. 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu 
sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, 
tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam 
perencanaan stratejik organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam 
Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.(Republik 
Indonesia, 2020) 
Penetapan pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; 
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menganalisis, mereviu dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja 
tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi padaperiode berikutnya. Satu hal yang 
perlu diperhatikan adalah bahwa Sistem AKIP merupakan suatu proses yang hidup 
yang memerlukan peninjauan dan perbaikan terus menerus sehingga tidak berhenti 
pada satu titik disebabkan kondisi organisasi baik internal maupun eksternal yang 
terus berkembang baik pada masa kini maupun masa mendatang. Keluaran utama 
dari sistem akuntabilitas kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja.  
Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para 
penyelenggara pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja memuat informasi yang 
relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan 
eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur perencanaan.Informasi yang 
dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (historical), akan tetapi juga mencakup 
status masa kini, dan bahkan masa mendatang. Informasi kinerja yang dikandung 
dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memiliki dua fungsi utama.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengertian observasi (dalam 
Sugiyono.2005:166) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
tersusun dari pelbagai proses biologis maupun psikhologis di Kantor Pertanahan 
Kota Bandung. Tujuan wawancara dalam Sugiyono (2013) adalah untuk menemukan 
permasalahan secara lebih terbuka, dimana fihak yang diajak wawancara diminta 
pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2013). Wawancara dilakukan dengan partisipan 
dengan para pengelola keuangan dan Kepala Kantor Pertanahan. Studi dokumentasi 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder. 
Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup Kantor Pertanahan Kota Bandung, 
terkait dengan kegiatan program prioritas nasional Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap. Hal ini dilakukan untuk kemudahan pencarian data dan dokumen. 
Anggaran    berbasis    kinerja     secara     teori     adalah     anggaran yang 
menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang 
diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat 
dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam 
penyusunan angaran berbasis kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output) 
dan (outcome). 
Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanan 
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini merupakan tolok 
ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber- sumber dana, sumber daya 
manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk 
melaksanakan program atau kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, 
suatu organisasi dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimilki telah 
sesuai dengan rencana strategik yang telah ditetapkan. 
Keluaran (output) adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari 
program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Indikator keluaran 
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adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat 
berupa fisik dan/atau non fisik. Dengan membandingkan indikator keluaran 
organisasi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan 
rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan 
suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang 
terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karenanya indikator keluaran harus sesuai 
dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. 
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator hasil adalah 
sesuatu manfat yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolok ukur ini 
mengambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya para 
pembuat kebijakan paling tertarik pada tolok ukur hasil dibandingkan dengan tolok 
ukur lainya. Namun untuk mengukur indikator hasil, informasi yang diperlukan 
seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karenanya setiap 




Gambar 1. Alur Pemikiran 
(Diolah oleh peneliti, 2021) 
 
 
Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 1, maka dirumuskan 
implementasi kebijakanan yang disusun dengan anggaran berbasis kinerja dan 
akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien akan dapat mewujudkan 
penyelenggaraan pemeritahan good governance. 
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Anggaran Kantor Pertanahan Kota Bandung 
Proses perencanaan Kantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan tahapan. 
Keterkaitan Program, kegiatan dan output dalam menyusun perencanaan tersebut 
telah mendukung dan didukung dengan struktur organisasi, Program dan kegiatan 
Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menggambarkan bahwa pengalokasian 
anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja 
sesuai maksud pendiriannya dan struktur organisasi sesuai dengan fungsi yang 
tugas dan fungsi yang diemban hal ini sesuai dengan prinsip Anggaran Berbasis 
Kinerja dimana alokasi anggaran dengan Money Follow Function dan Function 
Followed by Structure sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas‐fungsi, 
namun satuan harga dalam standard biaya tidak sepenuhnya sesuai dengan standar 
pembiayaan yang ditetapkan oleh pusat. 
Pelaksanaan Anggaran 
Sesuai dengan data dan hasil interew dengan kepala urusan perencanaan dan 
keuangan, kepala sub bagian tata usaha dan Kepala Kantor dalam pengelolaan 
keuangan dilakukan dengan beberapa strategis, hal ini sesuai dengan pendapat 
Mardiasmo (2018) Implementasi (Implementation) dalam tahap pelaksanaan 
anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik 
adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian 
manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab menciptakan 
sistem akuntansi keuangan yang memadai dan hal untuk perencanaan dan 
pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk 
penyusunan periode anggaran tahun berikutnya (Mardiasmo, 2018). 
Pelaporan 
Penyajian secara Jujur Informasi akuntansi pemerintah   harus disajikan 
secara jujur, yaitu menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 
yangseharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan 
(Achim & Chis, 2014). Penyajian informasi   yang   jujur dalam laporan keuangan 
akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin jujur 
dalam penyajian laporan keuangan, maka akan meningkatkan terwujudnya 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.Tahun 2017 Kantor Pertanahan Kota 
Bandung telah sesuai SAI dalam membuat Laporan Keuangan penuh yang 
ditunjukkan dengan disusunnya Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan 
atas Laporan Keuangan.  
Maka dalam mengetahui akuntabilitas keuangan Kantor Pertanahan Kota 
Bandung, maka ketiga jenis laporan tersebut telah menjadi perhatian sehingga dapat 
disajikan. Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa penyajian laporan keuangan 
adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. 
Dengan demikian, adanya laporan keuangan menunjukkan dapat dinilai akuntabilitas. 
Hal tersebut mengindikasikan sistem telah dikelola dengan baik yang selanjutnya 
berimbas pada membudayanya korupsi sistematik tidak terbukti. Dalam 
melaksanakan akuntabilitas publik, Kantor Pertanahan Kota Bandung telah 
melaksanakan pemberian informasi dalam bentuk pemenuhan hak-hak publik. 
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Monitoring dan Evaluasi 
Aplikasi SKMPP pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan 
Nasional melaporkan realisasi fisik dan keuangan yang bisa dipantau setiap saat, 
setiap periode sehingga hasil monitoring dan evaluasi menjadi relevan, informasi 
yang disajikan di SKMPP tepat waktu, lengkap dan informasi yang termuat di 
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan dan 
menegaskan/mengoreksi hasil evaluasi mereka. 
Andal, berarti informasi yang disajikan dari SKMPP bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan fisik 
dan keuangan akan lebih berguna apabila bisa dibandingkan dengan laporan fisik 
dan  keuangan periode sebelumnya. Dapat dipahami, berarti informasi yang disajikan 
dalam laporan fisik dan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan 
dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 
pengguna. 
Berdasarkan Aplikasi SKMPP ini laporan keuangan Kantor Pertanahan Kota 
Bandung dapat mencapai kualitas yang dikehendaki sebagaimana pendapat 
Nordiawan, Sondi Putra dan Rahmawati (2007), agar dapat mencapai kualitas yang 
dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi 4 karakteristik kualitatif 
(ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi) yaitu 
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Nordiawan et al., 2007). 
Akuntabilitas Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung 
Mengacu pada Inpres no. 7 Tahun 2009, Kantor Pertanahan Kota Bandung 
kemudian menyusun Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kota Bandung tahun 
2015-2019, dan LAKIP. Dalam pelaksanaan Renstra, Kantor Pertanahan Kota 
Bandung juga membuat Program Kerja tahunan, yang selanjutnya dihubungkan 
dengan anggaran dan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pada setiap tahun.Akuntabilitas Kinerja Kantor 
Pertanahan Kota Bandung dapat dilihat dari Rencana Strategis, Program Kerja 
Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  
Keempat dokumen tersebut seharusnya saling terkait satu sama 
lainnya.Berdasarkan paparan dari Kepala Kantor Kota Bandung pencapaian output 
yang telah berhasil melampaui target penyerahan sertifikat tanah sebanyak 142.906 
dari target awal sebanyak 93.000 sertifikat tanah merupakan satu satunya 
kota/kabupaten di Jawa Barat yang target PTSL telah terselesaikan di  tahun 2017 
bahkan “Jadi satu-satunya kantor pertanahan dari kabupaten/ kota di Indonesia” 
Keterkaitan antara akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Kantor 
Pertanahan Kota. 
Akuntabilitas keuangan Kantor Pertanahan Kota Bandung mengacu pada tiga 
Undang-Undang Keuangan Negara (UU no. 17 tahun 2003, UU no. 1 tahun 2004, 
dan UU no. 15 tahun 2004). Praktik-praktik bidang keuangan dalam suatu sistem 
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akuntansi telah cukup mapan dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 
no 71 tahun 2010) dan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dikeluarkan 
Kementerian Keuangan. Demikian juga dalam pembuatan pelaporan keuangan 
Kantor Pertanahan Kota Bandung mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) baik format maupun cara penyusunannya.Acuan akuntabilitas kinerja, Kantor 
Pertanahan Kota Bandung mengacu pada Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian 
dijabarkan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Terintegrasinya sistem pelaporan kinerja dengan sistem perencanaan strategis, 
sistem penganggaran, dan sistem perbendaharaan dalam sistem akuntansi 
pemerintahan (SAP) sesuai dengan pendapat Nasution (2004) dalam Solikin (2006) 
menjelaskan bahwa dengan penyatuan rencana kerja dan anggaran kementerian 
negara/lembaga/perangkat daerah, sekaligus dapat terpenuhi kebutuhan untuk 
anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja instansi yang 
bersangkutan. 
Keterkaitan Akuntabilitas   dengan   Penerapan   Anggaran Berbasis Kinerja 
pada Kantor Pertanahan Kota Bandung 
Berdasarkan data capaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung sangat 
bermanfaat yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat 
dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah daerah dari hasil 
dan berdampak (Impact) sebagai tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya 
terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat 
Penerapan anggaran berbasis kinerja ini Kantor Pertanahan Kota Bandung 
dapat mengintegrasikan rencana kinerja tahunan dan rencana anggaran tahunan 
yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat pembiayaan program/kegiatan 
dengan hasil yang diharapkan.Kantor Pertanahan Kota Bandung harus mempunyai 
sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil, 
maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidakpastian yang ditemui. 
Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus pada strategi. Strategi ini 
lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan setiap 
staf. 
Post operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja 
tertentu dapat dicapai dngan penggunaan sumber daya yang serendah - rendahnya. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2018). Pengukuran efisiensi Program 
Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan 
menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang 
digunakan (cost of output). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara 
masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upaya, biaya 
administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi 
tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal) 
(Mardiasmo, 2018). 
Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target 
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kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan 
tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif 
apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending 
wisely).Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak 
(outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin 
besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran 
yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 
Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan kebijakan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pelaksanaan Anggran Berbasis Kinerja 
dalam mewujudkan akuntabilitas Program Prioritas Nasional sangat terkait satu 
dengan yang lainnya. Dengan sumber daya yang ekonomis, dapat didayagunakan 
dengan efisien dan mendapatkan hasil yang efektif dan sangat bermanfaat dalam 




Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
Akuntabilitas Keuangan Kantor Pertanahan Kota Bandung sudah sesuai 
dengan kaidah akuntabiltas. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan Kantor 
Pertanahan Kota Bandung mulai tahun 2013 telah memperoleh opini wajar dengan 
pengecualian (WTP) atas hasil auditing Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aplikasi 
SAI yang diterapkan dan didukung Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program 
Pertanahan (SKMPP) sangat mendukung penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan yang cepat, lengkap, cermat, tepat, transparan dan memenuhi 
kepentingan telah terlaksana secara optimal. 
Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat tercapai 
dengan optimal. Berdasarkan LAKIP tahun 2017 capaian kinerja 100 %, khusus 
untuk capaian program prioritas nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL) melampaui target sebesar 152,66 % . Renstra Kantor Pertanahan merupakan 
gabungan Renstra Kanwil BPN, Propinsi Jawa Barat sehingga tidak terinci 
mendetail, namun sangat terkait dan relevan dengan Renstra Kementerian   dan 
keberhasilan dapat diukur dari program dilaksanakan. Selain akuntabilitas kinerja 
telah memenuhi prinsip efektif dan efisien memenuhi prinsip keterbukaan dan 
kepentingan umum sebagaimana ketentuan pelaporan keuangan dan kinerja 
instansi pemerintah. 
Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Kantor Pertanahan Kota 
Bandung telah terintegrasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah 
(SAKIP). Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja di Kantor Pertanahan 
Kota Bandung dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip yaitu penyusunan anggaran 
berdasarkan input, dapat mencapai output yang direncanakan dan tingkat 
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